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MOTO 
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Dalam hukum pidana, asas legalitas mendasarkan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dapat dipidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Asas ini 

melibatkan tiga konsep utama: nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, dan 

nullum crimen sine poena legalli. Ansel Von Feuerbach, seorang sarjana hukum 

pidana Jerman, merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin. Asas legalitas 

memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap undang-undang 

pidana dan menjaga kepastian hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur asas legalitas, menegaskan 

bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada. 

Namun, penerapan Prinsip Asas Legalitas tampaknya menjadi perhatian dengan 

munculnya Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini 

menyatakan pidana terhadap penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme 

atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Penelitian menunjukkan 

bahwa unsur “paham lain” tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, 

bertentangan dengan prinsip asas legalitas. Hal ini menciptakan potensi 

pelanggaran terhadap asas legalitas, khususnya Lex Certa, yang menuntut kejelasan 

dan ketegasan dalam peraturan hukum. Jika Pasal 188 ayat (1) tidak memenuhi 

persyaratan ini, maka penegakan hukum berdasarkan pasal tersebut dapat 

dipertanyakan dan dianggap melanggar prinsip asas legalitas.  

 

Berdasarkan belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 

apakah Paham Lainnya Pada Pasal 188 Bertentangan dengan Asas Legalitas. Serta 

bagaimana Formulasi Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Pasal 188 UU No 1 

Tahun 2023 yang Ideal di Masa Mendatang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu. 

Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bunyi pasal yang 

terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 multitafsir dan bertentangan 

dengan asas legalitas. Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

formulasi hukum pidana terhadap ketentuan Pasal 188 UU NO 1 Tahun 2023 yang 

ideal di masa mendatang.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode 

penelitian doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan konsep. Sumber bahan hukum melibatkan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan studi kepustakaan digunakan 

untuk mengumpulkan data melalui analisis konten. Pengolahan data melibatkan 

pemeriksaan dan analisis bahan hukum untuk menyimpulkan jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti. 
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Unsur “paham lain” dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat 

dianggap melanggar asas legalitas karena dapat menimbulkan banyak interpretasi, 

mengingat ketidakjelasan mengenai jenis paham tersebut dan kelompok yang 

dianggap menganut paham tersebut yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh 

karena itu, Pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana “principle of 

legality” atau konsep lex scripta. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang hanya 

dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah tertulis dalam undang-undang, 

yang harus dirancang dengan jelas dan secara terperinci agar dapat mengatur 

perilaku setiap individu. Selanjutnya, prinsip lex stricta juga diterapkan, dimana 

untuk menentukan adanya tindakan pidana, tidak boleh didasarkan pada analogi 

atau interpretasi ganda. Namun, Pasal 188 Ayat (1) tidak secara tegas dan tanpa 

keraguan (expresive verbis) menyebutkan jenis paham apa yang dimaksud. Hal ini 

membuatnya tidak sesuai dengan prinsip lex stricta, yang menuntut ketegasan dan 

kejelasan dalam peraturan hukum untuk menghindari penafsiran yang berlebihan. 

 

Karena unsur paham lain dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

dapat menimbulkan banyak penafsiran dan potensial digunakan sebagai alat untuk 

membungkam aktivis kritis, baik yang berasal dari kalangan nasionalis yang 

beroposisi terhadap pemerintah maupun aktivis yang menentang rezim, maka 

formulasi hukum pidana yang ideal terhadap Pasal 188 seharusnya terbatas pada 

larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-

leninisme. Penambahan unsur paham lain yang bertentangan dengan Pancasila pada 

Pasal 188 dapat dihilangkan, karena unsur tersebut dapat menimbulkan berbagai 

penafsiran dan bertentangan dengan prinsip asas legalitas. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode 

penelitian dostrinal. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, membahas isu hukum 

dengan argumentasi dan konsep baru. Pendekatan penelitian melibatkan 

Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Konsep. Jenis dan sumber bahan 

hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan content analysis. Pengolahan dan 

analisis data melibatkan pemeriksaan dan penyesuaian bahan hukum, diikuti oleh 

analisis untuk mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Tujuan 

penelitian ini yaitu. Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 multitafsir 

dan bertentangan dengan asas legalitas. Kedua penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana terhadap ketentuan Pasal 188 UU 

NO 1 Tahun 2023 yang ideal di masa mendatang.  

 

Unsur “paham lain” dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat 

dianggap melanggar asas legalitas. Ketidakjelasan mengenai jenis paham tersebut 

dan kelompok yang dianggap menganut paham tersebut bisa menimbulkan banyak 

interpretasi, bertentangan dengan Pancasila. Pasal tersebut tidak sejalan dengan 

prinsip hukum pidana “principle of legality” atau konsep lex scripta, yang 

menekankan ketentuan tertulis dan jelas dalam undang-undang. Pasal 188 juga 

tidak sesuai dengan prinsip lex stricta karena tidak secara tegas menyebut jenis 

paham apa yang dimaksud, menyebabkan ketidakjelasan dan potensi 

penyalahgunaan terhadap aktivis kritis. Oleh karena itu, disarankan agar formulasi 

hukum pidana terhadap Pasal 188 terbatas pada larangan menyebarkan dan 

mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, sementara unsur paham 

lain yang dapat menimbulkan penafsiran dihilangkan untuk menghindari 

pelanggaran asas legalitas. 

 

Kata Kunci (Keyword): Paham Lain, Pasal 188, Asas Legalitas. 
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